ADLN — PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

ABSTRAK

Untuk menjamin kepastian hukum atas tanah-tanah, oleh Pemerintah
diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut
ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Dalam
pelaksanaan pendaftaran tanah, Pemerintah tidak mampu membebaskan seluruh
biaya pendaftaran tanah yang menjadi kewajiban bagi pemohon pendaftaran
tanah, disebabkan oleh keterbatasan dana yang dimiliki oleh Pemerintah. Oleh
karena itu Pemerintah hanya dapat memberikan subsidi biaya pendaftaran tanah
kepada pemohon/masyarakat, yaitu melalui Proyek Operasi Nasional Agraria
(PRONA).

Karakteristik dalam pelaksanaan pendaftaran tanah melalui Proyek
Operasi Nasional Agraria (PRONA) adalah Pendaftaran hak atas tanah yang
ditujukan untuk masyarakat golongan ekonomi lemah, dan menengah dengan
proses yang sederhana, mudah, cepat dan murah, dilaksanakan di Desa/Kelurahan
yang masyarakatnya berpenghasilan kurang atau sama dengan UMR (Upah
Minimum Regional) setempat.

Kekutan hukum sertipikat yang diterbitkan melalui Proyek Operasi
Nasional Agraria (PRONA) adalah sertipikat merupakan surat tanda bukti hak
yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, mengenai data fisik dan data
yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut
sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang
bersangkutan, dan selama tidak ada bukti lain yang membuktikan

ketidakbenarannya.
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